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Permenkes 1010/2008 tentang Registrasi Obat A UU 35 /2009 tentang
Narkotik

A UU 36 /2009 tentang
Kesehatan

Permenkes 12013 tentang Perubahan atas Permenkes
1799 Tahun 2010 Bngang
’ ndan <
Permenkes 8892011 tentang Registrasi, 1zin Pra dan J A UU 252009 tentang
Izin Kerja Tenaga Kefarmasian Sheli el Pelayanan Publik

masi A UU 36/2014 entang Tenaga
Kesehatan

Permenkes 1792010 tentang Industri Farmasi

Permenkes 1148/2011 tentang Pedagang Besar

PermenkesPermenkes 1175/2010 tentang Izin Pro
Kosmetika

Permenkes 1176/2010 tentang Notifikasi

Permenkes 63/2013 tentang Perubahan atas Per
Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/VIlI
Tentang Izin Produksi Kosmetika

Permenkes 006 /2012 tentang Obat Tradisional
Permenkes 007/2012 tentang Registrasi Obat Tradisi

2 /1998 tentang
engamanan Sediaan
Farmasi dan Alat
Kesehatan

A PP51 /2009 tentang
Permenkes87 dan88/ 2013ttg Peta jalan pengembangan Peraturan Pekerjaan Kefarmasian

BBO, BBOT - ) .
_ Presiden A PP 2112013 tentang Jenis
Permenkes 3/2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, dan Tarif atas Jenis PNBP

E:aerﬂhjzgﬁr;z;rrlr,ndai? Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan yang Berlaku di
A Perpres 72/2012 tentang Sistem Kementerian Kesehatan

Kesehatan Nasional A Inpres No. 6 Tahun 2016 tt
A Perpres 44/2016 tentang Daftar ~ Percepatan

Bidang Usaha yang Tertutup Dan Pengembangan Industri
Permepkes 41/2017 tentang Perubahan Penggolongan Bidang Usaha yang Terbuka Farmasi dan Alkes
Narkotika dengan Persyaratan di Bidang
Penanaman Modal

Permenkes 30/2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/2011 tentang
Pedagang Besar Farmasi



INDUSTIRIFEARMASI _
Industri Farmasi

A PERMBNKES 799/2016
tentang INDUSTIRIFEARMASI Apt : Produksi, QC, QA
INDUSTRI FARMASBadanusaha I I I
yangmemilikiizin dari Menteri Formulasi Bahan Baku
Kesehataruntuk melakukan DNI DNI
kegiatanpembuatanobat atau Max 85%asing 100%Asing
bahanobat 15% DN

A PERNMENKES 0102008 TENTANGFRREGISTRASIFOBAT
Obat yang diedarkan di wilayah Indonesia, hanusmiliki 1zin Edarmelaluiregistrasi

Dikecualikanuntuk Obat penggunaan khusus atas permintaamlokter; Obat
Donasi; Obat untuk Uji KlinikDbat Sampel untuk Registrasi.
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PEDAGANGEBESA

PERNMENKES 1148R201MTGTG PEDAGANG BESARMEARMASI
Perusahaarberbadanhukumyg memilikiizin untuk pengadaan penyimpanan
penyaluran obat dan/atau bahanobat dalamjumlah besarsesuaketentuanperaturan

perundangundangan

PERMENKES; 34 2014 G FERBBAHANATAS IFERARURANMENT EREKESEHATAN
NOMOR 11148/201 1T TENTAN GEREDAGANG BESAR IFARMASI

Perubahandi beberapapasalmengenaipersyaratanadministrasiizin PBFdi pasal4.1 (d),
7.2 .((¢);8,48.6, 9.2((d).

Disisipkanpulamengenaipembaharuanizin PBFdan pengakuanPBFCabang

PERMENKES 30/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTE!
KESEHATAN NOMOR 1148/2011 TENTANG PEDAGANG BESAR FARMASI
Pengaturan tentang tata cara distribusi PBF Cabang
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